oleh ahli warisnya. Diharapkan kepada masyarakat melakukan jual beli
tanah secara di bawah tangan untuk tidak menunda-nunda mengurus akta
jual beli kepada pejabat yang berwenang dan segera mengurus sertipikat
dan melakukan proses balik nama, karena masalah yang ditimbulkan
dikemudian hari tidak hanya akan merepotkan para pihak saja melainkan
juga Kantor Pertanahan setempat selaku Badan yang berwenang

mengurus pertanahan.
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